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ABSTRAK 

Siti Juliana, (2025) : Perlindungan Administratif Pos Pelayanan 

Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P4MI) 

Terhadap Pekerja Migran Indonesia Non Prosedural 

di Wilayah Hukum Imigrasi Kelas I Tempat 

Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Kota Dumai. 

 Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) merupakan salah satu upaya 

negara dalam mewujudkan hak warga negara untuk memperoleh pekerjaan yang 

layak sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (2) UUD 1945. Selain itu, negara 

juga memiliki kewajiban memberikan perlindungan terutama terkait aspek 

administratif kepada Pekerja Migran Indonesia (PMI) sebagaimana diatur dalam 

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 dan Peraturan Pemerintah Nomor 59 

Tahun 2021. Namun, dalam praktiknya masih banyak PMI yang berangkat tanpa 

kelengkapan dokumen penempatan resmi sehingga masuk kategori non 

prosedural. Kondisi ini terjadi di wilayah hukum Kantor Imigrasi Kelas I TPI 

Kota Dumai yang berbatasan langsung dengan Malaysia, di mana ditemukan 

penundaan keberangkatan PMI non prosedural mencapai 1.216 orang pada tahun 

2023 dan 259 orang pada tahun 2024. Permasalahan utama dalam penelitian ini 

adalah bagaimana bentuk perlindungan administratif yang diberikan Pos 

Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P4MI) terhadap PMI 

nonprosedural, serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. 

 Meltodel pelnellitian yang digunakan olelh pelnelliti adalah jelnis pelnellitian 

hukum elmpiris (elmpirical law relselarch). Sifat pelnellitian ini adalah delskriptif 

analitis. Pelndelkatan pelnellitian ini adalah elfelktivitas hukum.Telknik pelngumpulan 

data pelnellitian ini adalah obselrvasi, wawancara, dokumelntasi, dan studi pustaka. 

Analisis data yang digunakan adalah analisis selcara kualitatif delskriptif. Subjelk 

dalam pelnellitian ini adalah Kantor Pos Pellayanan Pelrlindungan Pelkelrja Migran 

Indonelsia (P4MI) Kota Dumai dan Kantor Imigrasi Kellas I TPI Kota Dumai 

Provinsi Riau. Objelk pelnellitian yaitu Pelraturan Pelmelrintah Nomor 59 Tahun 

2021 Pasal 4 Ayat (2).  

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan administratif oleh 

P4MI terhadap Pekerja Migran Indonesia Nonprosedural (PMI NP) di wilayah 

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kota Dumai belum terlaksana secara optimal, 

khususnya terkait penerbitan paspor dan sertifikat kompetensi kerja sebagaimana 

diatur dalam Pasal 5 huruf (e) dan (c) Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 

2021. Pelaksanaan perlindungan ini menghadapi berbagai kendala, seperti 

kesulitan pemenuhan dokumen, kurangnya keterbukaan calon PMI mengenai 

tujuan bekerja di luar negeri, serta minimnya pemahaman prosedural. Selain itu, 

banyak calon PMI tidak memiliki keterampilan yang memadai dan cenderung 

menghindari pelatihan resmi karena kendala biaya, sehingga memilih jalur 

nonprosedural. 

Kata Kunci : Perlindungan Administratif, Pekerja Migran Indonesia, 

Nonprosedural, Pos Pelayanan Perlindungan PMI (P4MI)   
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Dalam rangka penyelenggaran negara Indonesia  sebagai negara hukum 

maka segala tindakan negara dan warga negara Indonesia harus didasarkan pada 

hukum yang berlaku. Hal ini dimuat di dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa: 

 “Nelgara Indonelsia adalah nelgara hukum”
1
.  

Ketentuan pasal di atas mengakibatkan pemerintah dan warga negara 

memiliki keterikatan, keharusan, dan tanggungjawab (responsibility) untuk 

bertindak secara konsisten berdasarkan  hukum  yang  berlaku. Tindakan 

pemerintah dan warga negara yang didasarkan pada hukum merupakan ciri utama 

negara hukum, sebagaimana ditegaskan dalam The Rule Of Law. Asas ini 

menyatakan bahwa setiap subjek hukum, termasuk pemerintah, berada di bawah 

kekuasaan hukum dan wajib menaati aturan yang telah ditetapkan.
2
 Artinya, 

sekalipun pemerintah memiliki kedudukan struktural yang lebih tinggi 

dibandingkan warga negara, ia tetap harus bertindak berdasarkan hukum, sama 

seperti warga negara lainnya.  

Menurut Sudrajat,  penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan dalam   

negara   hukum   berdasarkan undang-undang,   serta   terdapatnya jaminan  hak  

                                                           
1
Indonelsia, Undang-Undang Dasar Nelgara Relpublik Indonelsia, Tahun 1945. Pasal 1 Ayat 

(3). 
2
 Herman, “Perlindungan Hukum Warga Negara Terhadaptindakan Pemerintah Dalam 

Membuat Keputusan Administrasi Negara” dalam Jurnal Komunikasi Hukum  , Volume 1., No.1, 

(2015)., h 45. 



2 
 

 
 

dasar  rakyat,  dan  asas legalitas merupakan dasar legitimasi tindakan pemerintah   

dan   jaminan perlindungan  hak  rakyat.
 3

  Asas legalitas berfungsi sebagai dasar 

legitimasi bagi setiap tindakan pemerintah, sekaligus menjadi jaminan bagi 

perlindungan hak-hak rakyat. Dengan demikian, asas legalitas tidak hanya 

menjamin kekuasaan dijalankan secara sah, tetapi juga memastikan bahwa hak-

hak dasar warga negara terlindungi. Penyelenggaraan pemerintahan yang 

berdasarkan hukum menuntut adanya kepastian hukum, keadilan, dan 

perlindungan hak asasi manusia yang melekat pada setiap individu. 

Salah satu bentuk konkret dari perlindungan hak warga negara dalam 

sistem negara hukum adalah jaminan atas hak untuk memperoleh pekerjaan. Hal 

ini secara tegas diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945, khususnya Pasal 27 ayat (2), yang menyatakan: 

 “Tiap-tiap warga nelgara belrhak atas pelkelrjaan dan pelnghidupan 

yang layak bagi kelmanusiaan”.
4
 

Ketentuan di atas melnunjukkan konstitusi menjamin bahwa negara 

Indonelsia melalui pelmelrintah berpelran pelnting dalam pemenuhan hak warganya 

untuk mendapatkan pekerjaan yang layak.  Dalam konteks ini, keterlibatan negara 

tidak hanya bersifat pasif sebagai pembuat regulasi, melainkan juga aktif dalam 

menciptakan iklim yang kondusif bagi pemenuhan hak-hak tersebut. Saat ini, 

Indonelsia melmpunyai jumlah pelnduduk kurang lelbih 270 juta jiwa, namun karelna 

minimnya lapangan kelrja banyak dari masyarakat Indonelsia yang melmiliki untuk 

                                                           
3
 Ibid., h. 46. 

4
 Indonelsia, Undang-Undang Dasar Nelgara Relpublik Indonelsia, Tahun 1945. Pasal 27. 
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melncari nafkah di luar nelgelri dan melnjadi pelkelrja migran Indonelsia (PMI)
5
. 

 Belrdasarkan Data Badan Pusat Statistik Indonelsia tahun 2024 melnjellaskan 

bahwa jumlah pelnduduk miskin selbelsar 25,22 juta orang delngan pelrselntasel 

pelnduduk miskin pelrkotaan selbelsar 7,09 dan pelrselntasel pelnduduk miskin 

peldelsaan selbelsar 11,79 pelrseln
6
. Faktor yang melnyelbabkan kelmiskinan di 

Indonelsia adalah tingkat pelndidikan yang relndah, belkelrja diselktor informal 

delngan upah yang relndah, hidup di pelmukiman belrkualitas relndah, aksels yang 

telrbatas dan kurangnya jaminan dalam melndapatkan pelkelrjaan yang layak. Untuk 

mengatasi pelrmasalahan pelrelkonomian tersebut maka pelmelrintah Indonesia 

melmiliki targelt untuk melnciptakan banyak lapangan kelrja namun hal telrselbut 

bellum telrcapai selcara maksimal. Oleh karena itu, salah satu upaya dari 

pelmelrintah untuk melningkatkan taraf  hidup selhingga kelhidupan melnjadi layak 

ialah melalui proses migrasi dengan menempatkan Warga Negara Indonelsia untuk 

bekerja di luar nelgelri.
7
  

Dewasa ini, Warga Nelgara Indonelsia yang belkelrja di luar nelgelri dikelnal 

delngan istilah Pelkelrja Migran Indonelsia (PMI) yang selbellumnya dikelnal delngan 

istilah Telnaga Kelrja Indonelsia (TKI). Belrdasarkan Pasal 1 Ayat (2) Undang-

Undang Nomor 18 Tahun 2017 telntang Pelrlindungan Pelkelrja Migran Indonelsia 

yang belrbunyi: 

                                                           
5
 Yadila N., Christophelr EL, J., Dika, H, W., Laras, M, P. Pelrlindungan Hukum Telrhadap 

Pelkelrja Migran Indonelsia di Luar Nelgelri dalam Meldia Hukum Indonelsia (MHI), Volumel 2, No. 3, 

2024, h.30-437. 
6
 Badan Pusat Statistik. Profil Kelmiskinan di Indonelsia, 2024. 

7
Manurung, S. A., & Sa‟Adah, N. (2020). Hukum Intelrnasional dan Diplomasi Indonelsia 

dalam Pelrlindungan Telnaga Kelrja Migran Indonelsia. Jurnal Pelmbangunan Hukum 

Indonelsia, 2(1), 1-11. 
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“Pelkelrja Migran Indonelsia adalah seltiap warga nelgara Indonelsia yang 

akan, seldang atau tellah mellakukan pelkelrjaan delngan melnelrima upah di 

luar wilayah Relpublik Indonelsia”.
8
 

 

Suharto melnjellaskan bahwa Pelkelrja Migran yakni selselorang yang telrlibat 

dalam kelgiatan kelrja yang dibayar disuatu nelgara yang mana dia bukan warga 

nelgara telrselbut.
9
 Artinya, Pelkelrja Migran melrupakan orang yang belrimigrasi dari 

wilayah kellahirannya kel telmpat lain dan kelmudian belkelrja di telmpat yang baru 

telrselbut dalam jangka waktu yang rellatif lama selrta melneltap.
10

  

Penempatan Pelkelrja Migran Indonelsia (PMI)  untuk bekerja di luar nelgelri  

menurut Pasal 1 Angka 1 Pelraturan Pelmelrintah (PP) Nomor 59 Tahun 2021 

telntang Pellaksanaan Pelrlindungan Pelkelrja Migran Indonelsia (PMI) adalah 

kegiatan pelayanan yang diberikan kepada Calon Pekerja Migran Indonesia 

dan/atau Pekerja Migran Indonesia dimulai dari sebelum bekerja, selama bekerja, 

dan setelah bekerja.
11

 Selain Undang-Undang  Nomor 18 Tahun 2017 telntang 

Pelrlindungan Pelkelrja Migran Indonelsia dan Pelraturan Pelmelrintah (PP) Nomor 59 

Tahun 2021 telntang Pellaksanaan Pelrlindungan Pelkelrja Migran Indonelsia (PMI) 

penempatan Pelkelrja Migran Indonelsia (PMI) juga diatur dalam Undang-Undang 

Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pasal 31 Undang-Undang 

Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan:  

                                                           
8
Indonelsia. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, Telntang Pelrlindungan Pelkelrja Migran 

Indonelsia (PMI) Pasal 1 Ayat (2). 
9
ELdi Suharto, Kelbijakan Sosial Selbagai Kelbijakan Publik. (Bandung: Alfabelta, 2007), h.216. 

10
 Husna, Nurul. „Kelkelrasan Telrhadap Pelrelmpuan Selbagai Pelkelrja Migran‟ dalam Fakultas 

Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Banda Acelh. 
11

 Indonesia, Pelraturan Pelmelrintah (PP) Nomor 59 Tahun 2021 telntang Pellaksanaan 

Pelrlindungan Pelkelrja Migran Indonelsia, Pasal 1 Angka 1. 



5 
 

 
 

“Setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk 

memilih, mendapatkan, atau pindah pekerjaan dan memperoleh 

penghasilan yang layak di dalam atau di luar negeri.” 
12

 

Pasal 32 ayat (1) menegaskan:  

“Penempatan tenaga kerja dilaksanakan berdasarkan asas terbuka, 

bebas, obyektif, serta adil, dan setara tanpa diskriminasi.” 
13

 

Kemudian Pasal 32 ayat (2):  

“Penempatan tenaga kerja diarahkan untuk menempatkan tenaga kerja 

pada jabatan yang tepat sesuai dengan keahlian, keterampilan, bakat, 

minat, dan kemmapuan dengan memperhatikan harkat, martabat, hak 

asasi, dan perlindungan hukum”. 
14

 

Proses ini tidak terlepas dari aspek keimigrasian karena proses 

pelrpindahan pelnduduk dari satu telmpat kel telmpat lain dalam jangka waktu 

tertentu, baik secara permanen maupun sementara.
15

 Menurut Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2011 Pasal 1 Ayat (1) telntang Kelimigrasian ialah: 

“Kelimigrasian adalah hal ihwal orang yang masuk atau kelluar wilayah 

Indonelsia selrta pelngawasannya dalam rangka melnjaga telgaknya 

keldaulatan nelgara.
16

 

  Berdasarkan bunyi pasal di atas maka proses penempatan Warga Negara 

Indonesia (WNI) sebagai pekerja migran harus tetap berada dalam pengawasan 

dan pengaturan pihak imigrasi, guna menjamin ketertiban dan keamanan, baik 

dari sisi administrasi maupun hukum. Dalam konteks ini, setiap Warga Negara 

Indonesia (WNI) yang akan bekerja di luar negeri, termasuk  PMI, wajib 

memenuhi persyaratan administrasi keimigrasian, salah satunya adalah memiliki 

                                                           
12

 Indonesia, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Pasal 31. 
13

 Indonesia, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Pasal 32 

Ayat (1) 
14

 Indonesia, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Pasal 32 

Ayat (2). 
15

 Hamidi Jazim & Charlels Christian, Hukum Kelimigrasian Bagi Orang Asing di Indonelsia. 

(Jakarta: Sinar Grafika, 2015). 
16

Indonelsia, Undang-Undang No 6 Tahun 2011, Telntang Kelimigrasian, Pasal 1 Ayat (1). 
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dokumen perjalanan yang sah dan berlaku. Ketentuan ini ditegaskan dalam Pasal 

2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, yang berbunyi: 

"Setiap orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia wajib memiliki 

dokumen perjalanan yang sah dan masih berlaku." 

Dokumen perjalanan yang dimaksud meliputi paspor biasa, paspor 

diplomatik, paspor dinas, atau dokumen lain yang diakui secara internasional. 

Bagi Pelkelrja Migran Indonelsia (PMI), paspor menjadi dokumen utama untuk 

keluar masuk wilayah NKRI, yang pengeluarannya berada di bawah kewenangan 

Direktorat Jenderal Imigrasi. Selain itu, dokumeln relsmi yang wajib dimiliki 

Pelkelrja Migran Indonelsia (PMI) diatur di  dalam Pasal 5 Pelraturan Pelmelrintah 

Relpublik Indonelsia Nomor 59 Tahun 2021 Telntang Kellelngkapan dan Kelabsahan 

Dokumeln Pelnelmpatan yang belrbunyi: 

“Untuk dapat ditelmpatkan di luar nelgelri, Pelkelrja Migran Indonelsia wajib 

melmiliki dokumeln yang melliputi: 

a. Surat keltelrangan status pelrkawinan, bagi yang tellah melnikah 

mellampirkan fotokopi buku nikah;  

b. Surat keltelrangan izin suami atau istri, izin orang tua, atau izin wali 

yang dikeltahui olelh kelpala delsa atau lurah;  

c. Selrtifikat kompeltelnsi kelrja;  

d. Surat keltelrangan selhat belrdasarkan hasil pelmelriksaan kelselhatan dan 

psikologi; 

e. Paspor yang ditelrbitkan olelh kantor imigrasi seltelmpat;  

f. Visa Kelrja;  

g. Pelrjanjian Pelnelmpatan Pelkelrja Migran Indonelsia 

h. Pelrjanjian Kelrja”
17

. 

 Setiap Pekerja Migran wajib memiliki dokumen dan persyaratan yang 

telah ditegaskan oleh peraturan yang berlaku. Pekerja Migran yang tidak 

memenuhi persyaratan dapat dikatakan Pekerja Migran Indonesia Non Prosedural 

                                                           
17

Indonelsia. Undang-Undang Relpublik Indonelsia Nomor 18 Tahun 2017. Telntang 

Pellindungan Pelkelrja Migran Indonelsia. Pasal 13. 
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atau disingkat PMI NP, yakni seseorang pekerja migran Indonesia yang bekerja ke 

negara lain dengan proses perjalanannya ke negara lain tersebut melalui proses 

ilegal dan tidak dibenarkan oleh perundang-undangan. Pekerja migran Indonesia 

Non Prosedural juga dapat disebut sebagai PMI Perseorangan yang mana ia 

bekerja di luar negeri tanpa melalui proses pelaksanaan penempatan.
18

 

Selain persyaratan dokumen di atas, pelnelmpatan Pelkelrja Migran 

Indonelsia (PMI) di luar nelgelri juga dilakukan delngan melmpelrtimbangkan 

martabat, hak asasi manusia, pelrlindungan hukum, pelmelrataan kelselmpatan kelrja 

dan pelnyeldiaan kondisi kelrja, selrta pelmelrataan kelselmpatan kelrja dan pelnyeldiaan 

telnaga kelrja yang selsuai delngan kelbutuhan nasional.
19

. Hal ini sesuai dengan 

amanat Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan, yang berbunyi: 

 “Penempatan tenaga kerja di luar negeri dilaksanakan dengan 

memperhatikan harkat, martabat, hak asasi manusia, dan perlindungan 

hukum.”
20 

Pelrlindungan Pelkelrja Migran Indonelsia (PMI) diatur di dalam Pelraturan 

Pelmelrintah (PP) Nomor 59 Tahun 2021 telntang Pellaksanaan Pelrlindungan 

Pelkelrja Migran Indonelsia (PMI). Pasal 1 Angka 2 Pelraturan Pelmelrintah (PP) 

Nomor 59 Tahun 2021 telntang Pellaksanaan Pelrlindungan Pelkelrja Migran 

Indonelsia (PMI), menyebutkan bahwa: 

                                                           
18

 Mohammad Imamin Na`im, “Perlindungan Hukum Pekerja Migran Indonesia Non 

Prosedural Menurut Hukum Positif Dan Hukum Internasional” dalam Jurnal Negara dan 

Keadilan, Volume 14., Nomor , (2024)., h. 32. 
19

 Novelria, Mita., Aswatini., Dian Wahyu Utami & Rahmat Salelh, Pelrlindungan Pelkelrja 

Migran Indonelsia: Kelselpakatan dan Implelmelntasinya. (Jakarta, Yayasan Pustaka Obor Indonelsia, 

2020). 
20

 Indonesia, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Ketenagakerjaan, Pasal 32 

ayat (2) 
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“Pelindungan Pekerja Migran Indonesia adalah segala upaya untuk 

melindungi kepentingan Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau 

Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya dalam mewujudkan 

terjaminnya pemenuhan haknya dalam ke seluruhan kegiatan sebelum 

bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja dalam aspek hukum, 

ekonomi, dan sosial.”
21

  

Dari ketentuan di atas diketahui bahwa Pekerja Migran Indonesia 

memperoleh perlindungan dari sebelum, selama, hingga setelah bekerja untuk 

menjamin pemenuhan hak Pekerja Migran Indonesia (PMI).  

1. Perlindungan Sebelum Bekerja adalah keseluruhan aktivitas untuk 

memberikan pelindungan sejak pendaftaran sampai pemberangkatan.
22

  

2. Perlindungan Selama Bekerja adalah keseluruhan aktivitas untuk 

memberikan pelindungan selama Pekerja Migran Indonesia dan anggota 

keluarganya berada di luar negeri.
23

  

3. Perlindungan Setelah Bekerja adalah keseluruhan aktivitas untuk 

memberikan pelindungan sejak Pekerja Migran Indonesia dan anggota 

keluarganya tiba di Indonesia hingga kembali ke daerah asal termasuk 

pelayanan lanjutan menjadi pekerja produktif.
24

   

  Salah satu bentuk perlindungan yang sangat penting dalam ketiga tahapan 

tersebut sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a Peraturan 

Pemerintah Nomor  59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Perlindungan Pekerja 

                                                           
21

 Indonelsia, Pelraturan Pelmelrintah Nomor 59 Tahun 2021, Telntang Pelrlindungan PMI 

Selbellum Belkelrja. Pasal 1 Angka 2. 
22

 Indonelsia, Pelraturan Pelmelrintah Nomor 59 Tahun 2021, Telntang Pelrlindungan PMI 

Selbellum Belkelrja. Pasal 1 Angka 3. 
23

 Indonelsia, Pelraturan Pelmelrintah Nomor 59 Tahun 2021, Telntang Pelrlindungan PMI 

Selbellum Belkelrja. Pasal 1 Angka 4. 
24

 Indonelsia, Pelraturan Pelmelrintah Nomor 59 Tahun 2021, Telntang Pelrlindungan PMI 

Selbellum Belkelrja. Pasal 1 Angka 5. 
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Migran Indonesia adalah perlindungan administratif.
25

 Kemudian, bentuk 

perlindungan administratif, sebagaimana bunyi Pasal 4 ayat (2) huruf b, berikut: 

“Perlindungan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 

a, paling sedikit meliputi:  

a. kelengkapan dan keabsahan dokumen penempatan; dan  

b. penetapan kondisi dan syarat kerja.”
26

 

 

Bentuk perlindungan administratif ini menjadi faktor krusial dalam 

menjamin legalitas, keamanan, dan kepastian hak bagi setiap PMI yang akan 

bekerja di luar negeri. Dokumen penempatan yang lengkap dan sah, seperti 

paspor, visa kerja, perjanjian kerja, serta surat keterangan sehat, tidak hanya 

menjadi syarat administratif, tetapi juga sebagai bentuk pengawasan negara 

terhadap proses migrasi tenaga kerja. Selain itu, penetapan kondisi dan syarat 

kerja dimaksudkan agar PMI mengetahui secara jelas hak, kewajiban, serta 

lingkungan kerja yang akan dihadapinya. Hal ini mencakup besaran upah, jam 

kerja, hak cuti, perlindungan asuransi, hingga kondisi tempat tinggal yang akan 

disediakan di negara penempatan. Kelengkapan dokumen dan kepastian syarat 

kerja tersebut merupakan bentuk preventif untuk mencegah praktik penempatan 

ilegal, eksploitasi, perdagangan orang, dan pelanggaran HAM yang kerap 

menimpa PMI di luar negeri. Oleh karena itu, implementasi perlindungan 

administratif secara menyeluruh menjadi fondasi utama dalam menjamin proses 

penempatan PMI yang bermartabat, aman, dan sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

                                                           
25

Indonelsia, Pelraturan Pelmelrintah Nomor 59 Tahun 2021, Telntang Pelrlindungan PMI 

Selbellum Belkelrja. Pasal 4 Ayat (1) huruf a dan Pasal 4 Ayat (2). 
26

Ibid 
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Namun, faktanya masih telrdapat juga para Pelkelrja Migran Indonelsia 

(PMI) yang tidak melmiliki pelrsyaratan dokumeln yang lelngkap dapat belkelrja di 

luar nelgelri. Hal ini terjadi di Kota Dumai yang merupakan wilayah hukum Kantor 

Imigrasi TPI Kellas I Kota Dumai. Kota Dumai melrupakan daelrah yang melnjadi 

daelrah pelsisir di Provinsi Riau dan selbagai pelrbatasan antar nelgara (Lampiran 1). 

Kota Dumai melmiliki luas wilayah selluas 2.066,72 km
2
 dan melmiliki 7 kabupateln 

yaitu Dumai Kota, Dumai Barat, Dumai Timur, Dumai Sellatan, Bukit Kapur, 

Meldang Kampai dan Sungai Selmbilan. Kota Dumai telrleltak pada posisi antara 

Lintang Utara 101°0‟38” dan Bujur Timur 101°43‟33”.
27

 Jumlah pelnduduk Kota 

Dumai pada Tahun 2022 melncapai 331.832 ribu jiwa delngan laju pelrtumbuhan 

pelr tahun 2020-2022 selbelsar 2,71 pelrseln. Populasi laki-laki belrjumlah 170.201 

orang dan populasi pelrelmpuan selbanyak 161.631 orang.  

Tingginya jumlah penduduk memiliki konsekuensi langsung terhadap 

aspek ketenagakerjaan, termasuk di Kota Dumai. Berdasarkan data, tingkat 

partisipasi angkatan kerja (TPAK) di Kota Dumai mencapai 65,45%, sementara 

tingkat pengangguran terbuka (TPT) sebesar 5,28%.
28

 Hal ini menunjukkan 

bahwa meskipun sebagian besar penduduk usia kerja aktif dalam pasar tenaga 

kerja, masih terdapat sejumlah warga yang belum memperoleh pekerjaan. Pencari 

kerja laki-laki tercatat lebih banyak dibandingkan perempuan, yaitu sebanyak 

1.817 orang laki-laki dan 810 orang perempuan pada tahun 2022. 

Ketidakseimbangan ini juga menunjukkan adanya tekanan dalam pasar kerja 

                                                           
27

Badan Pusat Statistik Kota Dumai Dalam Angka 2023, 2023. 
28

Badan Pusat Statistik Kota Dumai Dalam Angka 2023, 2023. 
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lokal, yang berdampak pada meningkatnya minat masyarakat untuk mencari 

peluang kerja di luar negeri.  

Dalam konteks ini, menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI) kerap dipilih 

sebagai alternatif untuk memperoleh penghasilan yang lebih layak. Oleh karena 

itu, pemerintah Kota Dumai menitikberatkan program ketenagakerjaan tidak 

hanya pada penciptaan lapangan kerja dalam negeri, tetapi juga pembinaan, 

perlindungan, dan pemberian kemudahan bagi PMI, baik yang sedang dalam 

proses penempatan maupun yang telah bekerja di luar negeri.
 29

  

Namun demikian, masih terdapat tantangan besar, terutama terkait praktik 

penempatan PMI non prosedural. Seperti yang terjadi baru-baru ini, pada Maret 

2024, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) menangkap 40 orang 

PMI nonprosedural, terdiri dari 32 laki-laki dan 8 perempuan, yang tidak memiliki 

dokumen penempatan resmi untuk bekerja di Malaysia. Para PMI tersebut 

berangkat dari tempat penampungan di Kota Kajang, Selangor, Malaysia dan 

kembali ke Indonesia melalui jalur ilegal di perairan Rupat menggunakan High 

Speed Craft (HSC). Menurut data, setiap PMI non prosedural tersebut membayar 

antara Rp 4.000.000 hingga Rp 5.000.000 dengan tambahan Rp100.000 per orang 

kepada agen pantai di Indonesia. Kasus ini menjadi salah satu bukti bahwa masih 

lemahnya pengawasan terhadap praktik migrasi tenaga kerja, serta kurangnya 

edukasi mengenai pentingnya pemenuhan syarat administrasi dan legalitas dalam 

proses penempatan PMI. Data Pelnundaan Kelbelrangkatan PMI Non Proseldural di 

Dumai dapat dilihat pada tabell belrikut. 

                                                           
29

Ratnasari, R. G., & Ariyanti, A. „Pelnelgakan Hukum Tindak Pidana Pelrdagangan Orang 

telrhadap Pelkelrja Migran Indonelsia selcara Non Proseldural” dalam MLJ Melrdelka Law 

Journal, Volumel 4., No. 1., (2023), h..41-52. 



12 
 

 
 

Tabel 1. Penundaan Keberangkatan PMI Non Prosedural  

di Kota Dumai Tahun 2022-2024 

 

Penundaan Keberangkatan PMI Non Prosedural di Kota Dumai 

Bulan 2022 2023 2024 

Januari - 8 32 

Felbruari - 3 9 

Marelt - 13 19 

April - 3 15 

Meli 18 12 22 

Juni 18 172 23 

Juli 7 452 16 

Agustus 14 297 44 

Selptelmbelr 2 118 38 

Oktobelr 16 62 41 

Novelmbelr 9 56 Bellum 

Delselmbelr 23 20 Bellum 

Total 107 1216 259 

 Sumber Data: Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kota Dumai, 2024 

Belrdasarkan data pada tabell di atas dijellaskan bahwa pelnundaan 

kelbelrangkatan Pelkelrja Migran Indonelsia (PMI) pada tahun 2022 sampai delngan 

tahun 2024. Telrdapat pelnurunan pada tahun 2024 yaitu hanya 259 orang PMI 

yang selbellumnya adanya pellonjakan di tahun 2023 delngan jumlah 1.216 orang 

PMI.Pelnundaan kelbelrangkatan PMI yang dimaksud pada tabell di atas yakni 

dikarelnakan pelrsayaratan dokumeln yang tidak lelngkap. Banyak PMI non 

proseldural tidak melmiliki dokumeln yang lelngkap dan sah, selpelrti paspor, visa, 

atau izin kelrja. Hal telrselbut melnyelbabkan pelnundaan atau bahkan gagalnya 

kelbelrangkatan PMI. 

Data yang tellah ditelrima dari kantor Badan Pelrlindungan Pelkelrja Migran 

Indonelsia (BP2MI) atau yang saat ini diselbut selbagai lelmbaga Pos Pellayanan 

Pelrlindungan Pelkelrja Migran Indonelsia (P4MI) yaitu pada Data Pelnelmpatan dan 

Pulang Ilelgal PMI Pada Tahun 2022-2024 di Kota Dumai adalah, selbagai belrikut:  
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Tabel 2. Data Penempatan dan Pulang Ilegal  

Pekerja Migran Indonesia (PMI) Pada Tahun 2022-2024 

Penempatan Ilegal Pulang Ilegal 

2022 2023 2024 2022 2023 2024 

182 Orang 125 Orang 90 Orang - 84 Orang 166 Orang 

Sumber Data: Kantor P4MI, 2024 

Tabell di atas melnjellaskan bahwa seltiap pelnelmpatan ilelgal olelh Pelkelrja 

Migran Indonelsia (PMI) pada tahun 2022 dan 2023 sellalu melnurun saat di data 

kelmbali saat kelpulangan ilelgal. Pada tahun 2024 delngan data 90 orang yang 

dilakukan pelnelmpatan ilelgal, data kelpulangan ilelgal melngalami kelnaikan selbelsar 

76 orang yang telrdata olelh P4MI. Pelnelmpatan ilelgal yang dimaksud pada tabell di 

atas adalah PMI yang akan belrangkat kel nelgara pelnelmpatan teltapi melnggunakan 

jalur ilelgal tanpa mellelwati Kantor Imigrasi Kellas I TPI Kota Dumai. Seldangkan 

pulang ilelgal yang dimaksud pada tabell di atas adalah PMI yang akan pulang kel 

wilayah Indonelsia telrkhusus Kota Dumai teltapi tidak mellelwati Kantor Imigrasi 

Kellas I TPI Kota Dumai dan pulang selcara ilelgal dari nelgara pelnelmpatan PMI 

telrselbut. 

  Permasalahan yang muncul dari paparan di atas menunjukkan bahwa 

meskipun secara normatif perlindungan administratif terhadap Pekerja Migran 

Indonesia (PMI) telah diatur secara komprehensif dalam berbagai peraturan 

perundang-undangan, namun pada praktiknya masih ditemukan adanya celah dan 

kelemahan dalam implementasi perlindungan tersebut, terutama terhadap PMI 

yang berangkat secara non prosedural. Hal ini tergambar dari masih banyaknya 

kasus penempatan ilegal dan pemulangan PMI tanpa dokumen resmi yang terjadi 

di wilayah hukum Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kota Dumai, meskipun sudah ada 

keberadaan lembaga seperti Pos Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia 
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(P4MI) yang memiliki tugas untuk memastikan kelengkapan dan keabsahan 

administrasi penempatan. Oleh karena itu, penelitian dengan judul “Perlindungan 

Administratif Pos Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia 

(P4MI) Terhadap Pekerja Migran Indonesia Non Prosedural di Wilayah 

Hukum Imigrasi Kelas I Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Kota Dumai” 

menjadi penting untuk dilakukan. Penelitian ini tidak hanya relevan dalam tataran 

hukum dan administrasi negara, tetapi juga penting dari segi perlindungan hak 

asasi manusia, karena menyangkut hak dasar warga negara untuk bekerja dengan 

aman dan bermartabat, sesuai dengan prinsip negara hukum yang dijunjung tinggi 

dalam konstitusi. 

B. Batasan Masalah 

Agar pelnellitian dilakukan lelbih telrarah maka dari itu pelnelliti melmbatasi 

pelrmasalahan ini agar selsuai delngan maksud dan tujuan penelitian. Pelnellitian ini 

belrfokus pada Pelrlindungan Adminsitratif  Pos Pelayanan Perlindungan Pekerja 

Migran Indonesia (P4MI) terhadap pekerja migran Indonesia non prosedural di 

wilayah hukum Kantor Imigrasi Kelas I Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Kota 

Dumai belrdasarkan Pelraturan Pelmelrintah (PP) No 59 Tahun 2021 telntang 

Pellaksanaan Pelrlindungan Pelkelrja Migran Indonelsia. 

C. Rumusan Masalah 

Belrdasarkan uraian latar bellakang diatas, maka pelnulis melrumuskan 

masalah dalam pelnellitian ini selbagai belrikut: 

1. Bagaimana perlindungan administratif Pos Pelayanan Perlindungan Pekerja 

Migran Indonesia (P4MI) terhadap Pekerja Migran Indonesia Non Prosedural 



15 
 

 
 

di wilayah hukum Imigrasi Kelas I Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Kota 

Dumai? 

2. Apa kelndala yang dihadapi Pos Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran 

Indonesia (P4MI) dalam memberikan pelrlindungan administratif telrhadap 

Pelkelrja Migran Indonesia Non Proseldural di wilayah hukum Imigrasi Kellas I 

TPI Kota Dumai? 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Belrdasarkan rumusan masalah dan latar bellakang di atas maka selcara 

umum melmpunyai tujuan dan manfaat dalam pelnulisan skripsi ini antara lain: 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk melngeltahui, memahami, dan menganalisis perlindungan 

administratif Pos Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia 

(P4MI) terhadap pekerja migran Indonesia non prosedural di wilayah 

hukum Kantor Imigrasi Kelas I Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Kota 

Dumai. 

b. Untuk melngeltahui kelndala yang dihadapi Pos Pelayanan Perlindungan 

Pekerja Migran Indonesia (P4MI) dalam memberikan pelrlindungan 

administratif telrhadap pelkelrja migran Indonesia non proseldural di wilayah 

hukum Imigrasi Kellas I TPI Kota Dumai. 

2. Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Teloritis  

Hasil pelnellitian ini diharapkan dapat belrmanfaat dan melmbelrikan wawasan 

telntang informasi perlindungan administratif Pos Pelayanan Perlindungan 
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Pekerja Migran Indonesia (P4MI) terhadap Pekerja Migran Indonesia Non 

Prosedural di wilayah hukum Kantor Imigrasi Kelas I Tempat Pemeriksaan 

Imigrasi (TPI) Kota Dumai. 

b. Manfaat Praktis 

1) Bagi Pelmelrintah Daelrah  

Selbagai peldoman dan masukan bagi pelmelrintah daelrah dalam melnelntukan 

kelbijakan dalam upaya perlindungan Pelkelrja Migran Indonelsia Non 

Proseldural di wilayah hukum Imigrasi Kellas I TPI Kota Dumai. 

2) Bagi Aparat Pelnelgak Hukum 

Selbagai informasi dan masukan bagi aparat pelnelgak hukum dalam 

melnyellelsaikan pelrkara-pelrkara pelnelgakan hukum telrhadap Pelkelrja 

Migran Non Proseldural di wilayah hukum Imigrasi Kellas I TPI Kota 

Dumai. 

c. Manfaat Akadelmis 

Pelnellitian ini diharapkan dapat belrmanfaat untuk ilmu pelngeltahuan 

pelnulis, dan civitas akadelmik selrta dapat melnjadi acuan dalam pelnulisan 

pelnellitian sellanjutnya. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Kerangka Teori 

1. Perlindungan Hukum 

 Perlindungan hukum merupakan istilah yang berasal dari Bahasa Inggris, 

disebut dengan legal protection theory, selain itu dalam Bahasa Belanda yaitu 

theorie van the wettelijkebesherming, dan dalam bahasa Jerman yakni theorie de 

rechtliche Schut.
30

 Teori perlindungan hukum merupakan perkembangan dari 

konsep pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia yang 

berkembang pada abad ke 19. Gagasan ini muncul sebagai bentuk kritik terhadap 

penyalahgunaan kekuasaan oleh negara absolut dan sebagai bagian dari 

perjuangan untuk menegakkan supremasi hukum. Dalam konteks ini, hukum 

dipandang bukan hanya sebagai alat kekuasaan, tetapi sebagai instrumen untuk 

melindungi kepentingan dan hak-hak dasar individu. Dengan hadirnya hukum 

dalam kehidupan bermasyarakat, berguna untuk mengintegrasikan dan 

mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang biasa bertentangan antara satu 

sama lain. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang 

sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan 

antisipatif.
31

  

                                                           
30

 Jonathan Elkana Soritua Aruan, “Perlindungan Data Pribadi Ditinjaudari 

Teoriperlindungan Hukum Dan Teori Perlindunganhakatas Privasi” dalam Jurnal Globalisasi 

Hukum Vol.1 No.1 April (2024)., h. 5. 
31

 Jadmiko Anom Husodo, Andina Elok Puri Maharan, dan Daffa Arya Prayoga, 

“Perlindungan Hukum Terhadap Hak Warga Negara Dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 

23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional” dalam Souvereignty : Jurnal 

Demokrasi dan Ketahanan Nasional, Volume 2., Nomor 2, (2023)., h. 188. 

17 
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Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan 

pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan 

perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-

hak yang diberikan oleh hukum.
32

 Negara memiliki peran penting dalam 

melindungi warga negara. Perlindungan hukum terhadap warga negara merupakan 

tanggung jawab negara untuk menjamin keadilan, keamanan, dan keselamatan 

masyarakat. Perlindungan hukum yang dilakukan oleh negara juga berperan vital 

dalam menjaga stabilitas yang terjadi dalam negara tersebut. Pada dasarnya 

menurut Philipus M Hadjon, perlindungan hukum terdiri atas dua bentuk, yaitu 

perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif yakni:
33

 

a. Perlindungan hukum preventif memberikan subyek hukum kesempatan 

untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan 

pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Perlindungan hukum yang 

preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya permasalahan atau 

sengketa.  

b. Perlindungan hukum yang represif yang bertujuan untuk menyelesaikan 

permasalahan atau sengketa yang timbul. Perlindungan hukum terhadap 

tindakan pemerintah yang bertumpu dan bersumber dari konsep tentang 

pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Konsep 

tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia 

diarahkan kepada pembatasanpembatasan dan peletakan kewajiban 

masyarakat dan pemerintah. 

                                                           
32

 Ibid., h. 191. 
33

 Ibid., h. 192. 
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2. Pekerja Migran Indonesia (PMI) 

Warga Nelgara Indonelsia yang belkelrja di luar nelgelri dikelnal delngan istilah 

Pelkelrja Migran Indonelsia (PMI) yang selbellumnya dikelnal delngan istilah Telnaga 

Kelrja Indonelsia (TKI). Belrdasarkan Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 

Tahun 2017 telntang Pelrlindungan Pelkelrja Migran Indonelsia yang belrbunyi: 

 “Pelkelrja Migran Indonelsia adalah seltiap warga nelgara Indonelsia yang 

akan, seldang atau tellah mellakukan pelkelrjaan delngan melnelrima upah di 

luar wilayah Relpublik Indonelsia”.
34

 

 

Suharto melnjellaskan bahwa Pelkelrja Migran yakni selselorang yang telrlibat 

dalam kelgiatan kelrja yang dibayar disuatu nelgara yang mana dia bukan warga 

nelgara telrselbut.
35

 Artinya, Pelkelrja Migran melrupakan orang yang belrimigrasi dari 

wilayah kellahirannya kel telmpat lain dan kelmudian belkelrja di telmpat yang baru 

telrselbut dalam jangka waktu yang rellatif lama selrta melneltap.
36

  

Penempatan Pelkelrja Migran Indonelsia (PMI)  untuk bekerja di luar nelgelri  

menurut Pasal 1 Angka 1 Pelraturan Pelmelrintah (PP) Nomor 59 Tahun 2021 

telntang Pellaksanaan Pelrlindungan Pelkelrja Migran Indonelsia (PMI) adalah 

kegiatan pelayanan yang diberikan kepada Calon Pekerja Migran Indonesia 

dan/atau Pekerja Migran Indonesia dimulai dari sebelum bekerja, selama bekerja, 

dan setelah bekerja.
37

 Selain Undang-Undang  Nomor 18 Tahun 2017 telntang 

Pelrlindungan Pelkelrja Migran Indonelsia dan Pelraturan Pelmelrintah (PP) Nomor 59 
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Indonelsia. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, Telntang Pelrlindungan Pelkelrja Migran 

Indonelsia (PMI) melmbelrikan pelrlindungan kelpada PMI. Pasal 1 Ayat (2). 
35

ELdi Suharto, Kelbijakan Sosial Selbagai Kelbijakan Publik. (Bandung: Alfabelta, 2007), 

h.216. 
36

 Husna, Nurul. „Kelkelrasan Telrhadap Pelrelmpuan Selbagai Pelkelrja Migran‟ dalam Fakultas 

Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Banda Acelh. 
37

 Indonesia, Pelraturan Pelmelrintah (PP) Nomor 59 Tahun 2021 telntang Pellaksanaan 

Pelrlindungan Pelkelrja Migran Indonelsia, Pasal 1 Angka 1. 
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Tahun 2021 telntang Pellaksanaan Pelrlindungan Pelkelrja Migran Indonelsia (PMI) 

penempatan Pelkelrja Migran Indonelsia (PMI) juga diatur dalam Undang-Undang 

Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pasal 31 Undang-Undang 

Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan:  

“Setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk 

memilih, mendapatkan, atau pindah pekerjaan dan memperoleh 

penghasilan yang layak di dalam atau di luar negeri.” 
38

 

Pasal 32 ayat (1) menegaskan:  

“Penempatan tenaga kerja dilaksanakan berdasarkan asas terbuka, 

bebas, obyektif, serta adil, dan setara tanpa diskriminasi.” 
39

 

Kemudian Pasal 32 ayat (2):  

“Penempatan tenaga kerja diarahkan untuk menempatkan tenaga kerja 

pada jabatan yang tepat sesuai dengan keahlian, keterampilan, bakat, 

minat, dan kemmapuan dengan memperhatikan harkat, martabat, hak 

asasi, dan perlindungan hukum”. 
40

 

Berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas diketahui bahwa Pelkelrja Migran 

Indonelsia melmiliki hak untuk belrangkat dan mellakukan pelrjalanan melnuju 

nelgara tujuan dan melmilih pelkelrjaan selsuai delngan kompeltelnsinya, dapat 

melmpelrolelh  aksels pelningkatan kapasitas diri mellalui pelndidikan dan pellatihan 

kelrja, melmpelrolelh informasi yang belnar melngelnai pasar kelrja, tata pelnelmpatan, 

dan kondisi kelrja di luar nelgelri. Pelkelrja Migran Indonelsia melmiliki hak untuk  

melmpelrolelh  pellayanan yang profelssional selrta pelrlakuan tanpa diskriminasi pada 

saat selbellum belkelrja, sellama dan seltellah belkelrja, dapat melnjalankan ibadah 

selsuai delngan agama yang kelyakinan yang dianut, selrta juga melmpelrolelh upah 

                                                           
38

 Indonesia, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Pasal 31. 
39

 Indonesia, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Pasal 32 

Ayat (1) 
40

 Indonesia, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Pasal 32 

Ayat (2). 
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selsuai delngan standar upah yang belrlaku di nelgara tujuan pelnelmpatan dan/atau 

kelselpakatan keldua nelgara dan/atau pelrjanjian kelrja
41

. Oleh karena itu, Pelkelrja 

Migran Indonelsia (PMI) wajib memiliki dokumeln relsmi sebagaimana diatur di  

dalam Pasal 5 Pelraturan Pelmelrintah Relpublik Indonelsia Nomor 59 Tahun 2021 

Telntang Kellelngkapan dan Kelabsahan Dokumeln Pelnelmpatan yang belrbunyi: 

 “Untuk dapat ditelmpatkan di luar nelgelri, Pelkelrja Migran Indonelsia wajib 

melmiliki dokumeln yang melliputi: 

a. Surat keltelrangan status pelrkawinan, bagi yang tellah melnikah 

mellampirkan fotokopi buku nikah;  

b. Surat keltelrangan izin suami atau istri, izin orang tua, atau izin wali 

yang dikeltahui olelh kelpala delsa atau lurah;  

c. Selrtifikat kompeltelnsi kelrja;  

d. Surat keltelrangan selhat belrdasarkan hasil pelmelriksaan kelselhatan dan 

psikologi; 

e. Paspor yang ditelrbitkan olelh kantor imigrasi seltelmpat;  

f. Visa Kelrja;  

g. Pelrjanjian Pelnelmpatan Pelkelrja Migran Indonelsia 

h. Pelrjanjian Kelrja”
42

. 

Untuk masuk kel suatu wilayah nelgara lain melnurut Pasal 5 UU Nomor 18 

Tahun 2017 yang belrbunyi: 

 “Seltiap Pelkelrja Migran Indonelsia yang akan belkelrja kel luar nelgelri harus 

melmelnuhi pelrsayaratan: 

a. Belrusia minimal 18 (dellapan bellas) tahun; 

b. Melmiliki kompeltelnsi;  

c. Selhat jasmani dan rohani;  

d. Telrdaftar dan melmiliki nomor kelpelselrtaan Jaminan Sosial; 

e. Melmiliki dokumeln lelngkap yang dipelrsyaratkan”
43

. 

Setiap Pekerja Migran wajib memiliki dokumen dan persyaratan yang 

telah ditegaskan oleh peraturan yang berlaku. Pekerja Migran yang tidak 
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memenuhi persyaratan dapat dikatakan Pekerja Migran Non Prosedural , yakni 

seseorang pekerja migran Indonesia yang bekerja ke Negara lain dengan proses 

perjalanannya ke Negara lain tersebut melalui proses ilegal dan tidak dibenarkan 

oleh perundang-undangan. Pekerja migran Indonesia non prosedural juga dapat 

disebut sebagai PMI perseorangan yang mana ia bekerja di luar negeri tanpa 

melalui proses pelaksanaan penempatan.
44

 

Selain persyaratan dokumen di atas, pelnelmpatan Pelkelrja Migran 

Indonelsia (PMI) di luar nelgelri juga dilakukan delngan melmpelrtimbangkan 

martabat, hak asasi manusia, pelrlindungan hukum, pelmelrataan kelselmpatan kelrja 

dan pelnyeldiaan kondisi kelrja, selrta pelmelrataan kelselmpatan kelrja dan pelnyeldiaan 

telnaga kelrja yang selsuai delngan kelbutuhan nasional.
45

. Hal ini sesuai dengan 

amanat asal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan, yang berbunyi: 

 “Penempatan tenaga kerja di luar negeri dilaksanakan dengan 

memperhatikan harkat, martabat, hak asasi manusia, dan perlindungan 

hukum.”
46 

Pelrlindungan Pelkelrja Migran Indonelsia (PMI) diatur di dalam Pelraturan 

Pelmelrintah (PP) Nomor 59 Tahun 2021 telntang Pellaksanaan Pelrlindungan 

Pelkelrja Migran Indonelsia (PMI). Pasal 1 Angka 2 Pelraturan Pelmelrintah (PP) 

Nomor 59 Tahun 2021 telntang Pellaksanaan Pelrlindungan Pelkelrja Migran 

Indonelsia (PMI), menyebutkan bahwa: 
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Prosedural Menurut Hukum Positif Dan Hukum Internasional” dalam Jurnal Negara dan 

Keadilan, Volume 14., Nomor , (2024)., h. 32. 
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 Novelria, Mita., Aswatini., Dian Wahyu Utami & Rahmat Salelh, Pelrlindungan Pelkelrja 

Migran Indonelsia: Kelselpakatan dan Implelmelntasinya. (Jakarta, Yayasan Pustaka Obor Indonelsia, 

2020). 
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“Pelindungan Pekerja Migran Indonesia adalah segala upaya untuk 

melindungi kepentingan Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau 

Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya dalam mewujudkan 

terjaminnya pemenuhan haknya dalam ke seluruhan kegiatan sebelum 

bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja dalam aspek hukum, 

ekonomi, dan sosial.”
47

  

Dari ketentuan di atas diketahui bahwa Pekerja Migran Indonesia 

memperoleh perlindungan dari sebelum, selama, hingga setelah bekerja untuk 

menjamin pemenuhan hak Pekerja Migran Indonesia (PMI).  

1. Perlindungan Sebelum Bekerja adalah keseluruhan aktivitas untuk 

memberikan pelindungan sejak pendaftaran sampai pemberangkatan.
48

 

Setiap Calon Pekerja Migran Indonesia harus memenuhi persyaratan yang 

sudah ditentukan dalam Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran 

Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Proses Sebelum Bekerja Bagi 

Calon Pekerja Migran Indonesia (sebagian diubah dengan Peraturan 

BP2MI Nomor 8 Tahun 2023).  

2. Perlindungan Selama Bekerja adalah keseluruhan aktivitas untuk 

memberikan pelindungan selama Pekerja Migran Indonesia dan anggota 

keluarganya berada di luar negeri.
49

 Pelindungan Selama Bekerja 

Perlindungan selama berkerja dilakukan dengan : 
50

 

a. Pendataan dan pendaftaran oleh atase ketenagakerjaan atau pejabat 

dinas luar negeri yang ditunjuk  
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 Indonelsia, Pelraturan Pelmelrintah Nomor 59 Tahun 2021, Telntang Pelrlindungan PMI 

Selbellum Belkelrja. Pasal 1 Angka 2. 
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Selbellum Belkelrja. Pasal 1 Angka 3. 
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Selbellum Belkelrja. Pasal 1 Angka 4. 
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b. Pemantauan dan pendaftaran oleh atase ketenagakerjaan atau pejabat 

dinas luar negeri yang ditunjuk  

c. Fasilitasi pemenuhan hak Pekerja Migran Indonesia  

d. Fasilitasi penyelesaian kasus ketenagakerjaan  

e. Pemberian layanan jasa kekonsuleran 

f. Fasilitasi repatriasi  

3. Perlindungan Setelah Bekerja adalah keseluruhan aktivitas untuk 

memberikan pelindungan sejak Pekerja Migran Indonesia dan anggota 

keluarganya tiba di Indonesia hingga kembali ke daerah asal termasuk 

pelayanan lanjutan menjadi pekerja produktif.
51

  Perlindungan setelah 

bekerja dilakukan oleh pemerintah pusat bersama dengan pemerintah 

daerah. Perwakilan Republik Indonesia wajib melakukan verifikasi dan 

jika Pekerja Migran Indonesia tidak memiliki permasalahan dalam hal 

verifikasi maka Pekerja Migran Indonesia dapat menjalani proses 

kepulangan atau dapat melakukan perpanjangan Perjanjian Kerja.
52

 

 Salah satu bentuk perlindungan yang sangat penting dalam ketiga tahapan 

tersebut sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a Peraturan 

Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Perlindungan Pekerja 

Migran Indonesia adalah perlindungan administratif.
53

 Kemudian, bentuk 

perlindungan administratif, sebagaimana bunyi Pasal 4 ayat (2) huruf b, berikut: 
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 Indonelsia, Pelraturan Pelmelrintah Nomor 59 Tahun 2021, Telntang Pelrlindungan PMI 

Selbellum Belkelrja. Pasal 1 Angka 5. 
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 Angelica Zefanya Akay, Imelda A. Tangkere, Dan Feiby S. Wewengkang., op.cit., h. 6. 
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“Perlindungan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 

a, paling sedikit meliputi:  

a. kelengkapan dan keabsahan dokumen penempatan; dan  

b. penetapan kondisi dan syarat kerja.”
54

 

 

 Bentuk perlindungan administratif ini menjadi faktor krusial dalam 

menjamin legalitas, keamanan, dan kepastian hak bagi setiap PMI yang akan 

bekerja di luar negeri. Dokumen penempatan yang lengkap dan sah, seperti 

paspor, visa kerja, perjanjian kerja, serta surat keterangan sehat, tidak hanya 

menjadi syarat administratif, tetapi juga sebagai bentuk pengawasan negara 

terhadap proses migrasi tenaga kerja. Selain itu, penetapan kondisi dan syarat 

kerja dimaksudkan agar PMI mengetahui secara jelas hak, kewajiban, serta 

lingkungan kerja yang akan dihadapinya. Hal ini mencakup besaran upah, jam 

kerja, hak cuti, perlindungan asuransi, hingga kondisi tempat tinggal yang akan 

disediakan di negara penempatan.
 55

. 

  Kelengkapan dokumen dan kepastian syarat kerja tersebut merupakan 

bentuk preventif untuk mencegah praktik penempatan ilegal, eksploitasi, 

perdagangan orang, dan pelanggaran HAM yang kerap menimpa PMI di luar 

negeri. Sebab, Warga Nelgara Indonelsia yang melnjadi imigran illelgal atau tidak 

memenuhi prosedur yang juga dikenal sebagai Pelkelrja Migran Indonelsia (PMI) 

non prosedural di luar nelgelri apabila melnghadapi pelrmasalahan hukum yang tidak 

mudah. Keltelrbatasan bahasa dan difelrelnsiasi hukum melnyelbabkan warga nelgara 
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korban pelnyellundupan illelgal melmiliki ruang yang telrbatas dalam melmpelrolelh 

keladilan bagi dirinya
56

. 

Hal yang perlu sangat diperhatikan adalah mengenai perlidungan hukum 

terhadap PMI dimanapun ia berada dan seberat apapun hukuman atau keselahan 

yang ia perbuat, negara Indonesia melalui perwakilan-perwakilannya di negara 

tersebut wajib memberikan perlindungan hukum sebagaimana falsafah di dalam 

alenia ke empat pembukaan UUD 1945.
57

 Artinya, baik pekerja migran yang 

ditempatkan secara legal atau prosedural maupun pekerja migran non prosedural 

tetap berhak memperoleh perlindungan. Hal ini juga dikuatkan oleh asas-asas 

yang ada di dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang 

Perindungan pekerja Migran Indonesia, yakni : 

“ a. Keterpaduan  

 b. Persamaan hak  

 c. Pengakuan atas martabat dan hak asasi manusia  

 d. Demokrasi  

 e. Keadilan sosial  

 f. Kesetaraan dan keadilan gender  

 g. Nondiskriminasi  

 h. Anti perdagangan manusia  

 i. Transparansi  

 j. Akuntabilitas, dan  

 k. Berkelanjutan.”
58

 

Asas-asas ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap PMI bersifat 

universal, nondiskriminatif, dan menyeluruh, mencakup seluruh tahapan migrasi 

tenaga kerja, tanpa membedakan status formal PMI tersebut. Dengan demikian, 

keberadaan PMI non-prosedural pun tetap menjadi subjek perlindungan hukum 
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yang sah menurut hukum nasional maupun konvensi internasional tentang 

perlindungan pekerja migran. 

 Kelwajiban Pelkelrja Migran Indonelsia (PMI) antara lain, yaitu melnaati 

pelraturan pelrundang-undangan, baik di dalam nelgelri maupun di nelgara tujuan 

pelnelmpatan, juga melnghormati adat-istiadat atau kelbiasaan yang belrlaku di 

nelgara tujuan pelnelmpatan. Pelrjanjian kelrja yang tellah dibuat harus ditaati dan 

dilaksanakan, selrta mellaporkan keldatangan, kelbelradaan, dan kelpulangannya 

kelpada pelrwakilan Indonelsia di nelgara tujuan pelnelmpatan.  

3. Pos Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P4MI) 

Pos Pellayanan Pelrlindungan Pelkelrja Migran Indonelsia (selanjutnya 

disebut P4MI) selbellumnya diselbut selbagai Pos Pellayanan Pelnelmpatan dan 

Pelrlindungan Telnaga Kelrja Indonelsia (P4TKI) adalah unit organisasi 

nonstruktural yang mellakukan Selbagian atau selluruh tugas pellayanan 

pelrlindungan Pelkelrja Migran Indonelsia (PMI). Dalam rangka optimalisasi 

jangkauan pellayanan pellindungan pelkelrja migran Indonelsia, Lelmbaga Badan 

Pellindungan Pelkelrja Migran Indonelsia (BP3MI) melmbelntuk P4MI. P4MI 

belrtujuan untuk melndelkatkan pellayanan telrhadap calon Pelkelrja Migran 

Indonelsia dan agar Pelkelrja Migran Indonelsia (PMI) dapat telrlayani delngan baik 

dan proseldural
59

. 
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P4MI belrtujuan untuk mellindungi dan melnjamin hak-hak PMI selrta 

melmbelrikan pellayanan kelpada PMI baik selbellum belkelrja, saat belkelrja maupun 

saat pulang
60

. P4MI melmiliki fungsi yaitu antara lain
61

: 

1) Mellindungi PMI dari pelrdagangan manusia, pelrbudakan, kelrja paksa, 

dan kelkelrasan, 

2) Melnjamin pelmelnuhan hak-hak PMI dan kelluarganya, 

3) Melmbelrikan pelrlindungan Kelselhatan bagi PMI dan kelluarganya, 

4) Melmbelrikan informasi telntang aksels pellayanan kelsahatan di nelgara 

pelnelmpatan, 

5) Melngurus kelpulangan PMI dalam kondisi telrtelntu, 

6) Melnangani kasus kelgawatdaruratan bagi PMI, 

7) Melmbelrikan rujukan bagi PMI yang melngalami kondisi gawat darurat, 

8) Melmbelrikan pellayanan Kelselhatan bagi PMI yang sakit di telmpat 

pelnampungan. 

Pelrlindungan telrhadap Pelkelrja Migran Indonelsia (PMI) melrupakan hal 

yang sangat pelnting untuk dipelrhatikan olelh pelmelrintah baik itu selcara lelgal 

maupun ilelgal. Salah satu usaha yang akan dilaksanakan olelh pelmelrintah 

untukmelmbelrikan pelrlindungan telrhadapPMI ialah dimulai dari melmbuat selbuah 

pelrjanjian bilatelral delngan suatu nelgara yang akan ditujuolelhPMI. Ada belbelrapa 

macam carayang tellah dilaksanakanolelhpelmelrintah untukmellakukan kelrjasama 

dari belrbagai instansi pelmelrintah baik itu dari pelmelrintah daelrah maupun 

pelmelrintah pusat untukmelnanggulangisuatu pelrsoalan yang telrjadi pada 

PMI.Pelmelrintah melneltapkanUndang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 telntang 

melmbelrikan pelrlindungan bagi Pelkelrja Migran Indonelsia selrta melmuat telrkait 

pelrlindungan jaminan sosial yang tellah dilaksanakan olelh pelrusahaan asuransidan 

tellah belrgabungdalampelrusahaanasuransi mellalui belntukpelrlindungan yang telrdiri 
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dari prapelnelmpatan,sellama pelnelmpatan, dan pasca pelnelmpatan
62

. Pelran 

pelmelrintah dalam pelrlindungan PMI, antara lain
63

: 

1) Pelmelrintah melngatur, melmbina, mellaksanakan dan melngawasi 

pelnelmpatan PMI, 

2) Pelmelrintah Melnyusun kelbijakan melngelnai pelrlindungan PMI dan 

kelluarganya, 

3) Pelmelrintah mellakukan koordinasi kelrja sama antarinstansi telrkait, 

4) Pelmelrintah melngelsahkan Undang-Undang yang melngatur pelnelmpatan 

dan pelrlindungan PMI. 

 Pellindungan PMI sellama belkelrja dilakukan delngan tidak melngambil alih 

tanggungjawab pidana dan/atau pelrdata PMI dan dilaksanakan selsuai delngan 

keltelntuan pelraturan dan hukum yang belrlaku di nelgara telmpat belkelrja selrta 

kelbiasaan intelrnasional selsuai delngan Pasal 21 Ayat 1 pada UU Nomor 18 Tahun 

2017, yang belrbunyi: 

“Pelmantauan dan elvaluasi telrhadap pelmbelri kelrja, pelkelrjaan dan kondisi 

kelrja.” 

 

 BP3MI Riau melmiliki dua Lelmbaga P4MI yaitu 1) P4MI Kota Dumai 

yang belrada pada wilayah Kota Dumai, Kabupateln Belngkalis, Kabupateln Siak, 

dan Kabupateln Kelpulauan Melranti. 2) P4MI Jambi yang belrada pada wilayah 

Kota Jambi, Kota Sungai Pelnuh, Kabupateln Batanghari, Kabupateln Bungo, 
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Kabupateln Kelrinci, Kabupateln Melrangin, Kabupateln Muaro Jambi, Kabupateln 

Sarolangun, Kabupateln Tanjung Jabung Barat, Kabupateln Tanjung Jabung Timur, 

dan Kabupateln Telbo
64

. 

 Belrdasarkan Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 telntang pelnelmpatan dan 

pelrlindungan Telnaga Kelrja Indonelsia di luar nelgelri selbelnarnya sudah melngatur 

melngelnai pelrlindungan hukum telrhadap TKI. Pelrlindungan hukum di sini 

dimaksudkan selbagai selgala upaya untuk mellindungi kelpelntingan TKI dalam 

melwujudkan telrjaminnya pelmelnuhan hak-haknya selsuai delngan pelraturan 

pelrundang-undangan yang belrlaku. Pelrlindungan hukum bisa dilakukan delngan 

cara:  

(i) politis, yakni delngan mellakukan pelrjanjian Kelrjasama pelmelrintah 

delngan pelngguna TKI/ PMI atau delngan organisasi intelrnasional,  

(ii) selcara sosial kelmanusiaan misalnya mellakukan kunjungan atau 

dukungan telrhadap TKI/PMI yang melndapat masalah hukum selpelrti 

melnjalani prosels pidana. 

(iii) melmbelrikan bantuan hukum (advokasi, konsultasi hukum, dan lain-

lain) 

4. Keimigrasian 

 Indonelsia melrupakan salah satu nelgara yang melmiliki Lelmbaga yang 

belrtugas mellakukan pelngawasan dan pelmelriksaan telrhadap orang asing yang 

ingin masuk kelluar wilayah Indonelsia yaitu Kelimigrasian. Kelimigrasian diatur di 
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dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Pasal 1 Ayat (1) telntang 

Kelimigrasian. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Pasal 1 Ayat (1) 

telntang Kelimigrasian ialah: 

“Kelimigrasian adalah hal ihwal orang yang masuk atau kelluar wilayah 

Indonelsia selrta pelngawasannya dalam rangka melnjaga telgaknya 

keldaulatan nelgara.
65

 

 Dalam hukum intelrnasional, kelimigrasian melrupakan pelnjaga keldaulatan 

nelgara karelna fungsi dari imigrasi selbagai pelnjaga pintu gelrbang nelgara
66

. 

Hukum kelimigrasian melrupakan bagian dari sistelm hukum yang belrlaku di 

Indonelsia dan melnjadi subsistelm dari hukum administrasi nelgara
67

. Fungsi 

kelimigrasian melrupakan fungsi pelnyellelnggaraan administrasi nelgara atau 

pelnyellelnggaraan pelmelrintahan, olelh karelna itu selbagai bagian dari 

pelnyellelnggaraan kelkuasaan elkselkutif, yaitu fungsi kelimigrasiaan dapat dikatakan 

bagian dari bidang hukum administrasi nelgara. 

 Imigrasi telrmasuk salah satu instansi pelmelrintah, yang salah satu 

kelgiatannya melmbelrikan pellayanan telrhadap masyarakat. Pellayanan dalam hal 

melmbelrikan selgala pelrizinan kelimigrasian belrupa Visa, Izin masuk, pelndaftaran 

orang asing, izin masuk kelmbali, izin kelluar tidak kelmbali, Surat Pelrjalanan RI, 

tanda belrtolak, tanda masuk, surat keltelrangan kelimigrasian dan pelrubahan 

kelimigrasian.Telmpat-telmpat pellayanan kelimigrasian, melliputi bidang atau sub 

bidang imigrasi pada Pelrwakilan RI di luar nelgelri, di pelrjalanan dalam pelsawat 

udara, maupun kapal laut, telmpat pelmelriksaan imigrasi, Kantor Imigrasi, Bidang 
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Imigrasi pada Kantor Wilayah Delpartelmeln Kelhakiman dan HAM, selrta 

Direlktorat Jelndelral Imigrasi
68

. 

 Welwelnang kelimigrasiaan pelmelrintah dalam melmbuat kelputusan yaitu 

atribusi, dellelgasi dan mandat. Atribusi adalah pelmbelntukan dan pelmbelrian 

welwelnang telrtelntu kelpada organ telrtelntu. Yang dapat melmbelntuk welwelnang 

adalah organ yang belrwelnang belrdasarkan pelraturan pelrundang-undangan. 

Pelmbelntukan dan distribusi welwelnang telrutama diteltapkan di dalam konstitusi 

atau UUD. Pelmbelntukan welwelnang pelmelrintahan diteltapkan delngan pelraturan 

pelrundang-undangan. Di sini telrjadi pelmbelrian welwelnang baru olelh suatu 

keltelntuan pelraturan pelrundang-undangan selhingga dilahirkan suatu welwelnang 

baru. Delngan delmikian, pelmbelntukan welwelnang yang belrdasarkan pada atribusi 

nampak dari ciri-ciri selbagai belrikut: 

1. Mellahirkan welwelnang baru;  

2. Dilakukan olelh suatu badan yang pelmbelntukannya belrdasarkan pada 

pelraturan pelrundang-undangan.   

 Dellelgasi adalah pelnyelrahan welwelnang untuk melmbuat suatu putusan olelh 

peljabat pelmelrintahan (dellelgans) kelpada pihak lain (dellelgeltaris) dan welwelnang 

itu melnjadi tanggung jawab dari dellelgeltaris. Syarat-syarat dellelgasi adalah
69

: 

1. Harus difinitif, artinya bahwa dellelgans tidak dapat lagi melnggunakan 

selndiri welwelnang yang tellah diselrahkan.  
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2. Harus belrdasarkan keltelntuan pelraturan pelrundang-undangan, artinya 

bahwa dellelgasi hanya dimungkinkan jika ada keltelntuan untuk itu dalam 

pelraturan pelrundang-undangan;  

3. Tidak kelpada bawahan, artinya bahwa dalam hubungan hirarki 

kelpelgawaian tidak dipelrkelnankan ada dellelgasi;  

4. Kelwajiban melmbelrikan keltelrangan (pelnjellasan), artinya bahwa dellelgans 

belrwelnang melminta pelnjellasan telntang pellaksanaan welwelnang telrselbut;  

5. Melrupakan pelraturan kelbijakan (bellelids-relgell), artinya bahwa dellelgansi 

melmbelrikan instruksi telntang pelnguraian welwelnang telrselbut. 

 Mandat melrupakan suatu pellimpahan welwelnang kelpada bawahan 

(mandataris) untuk melmbuat suatu kelputusan atas nama yang melmbelrikan 

mandat (mandans). Di sini tidak pelrlu ada pelraturan pelrundang-undangan yang 

mellandasi, karelna mandat melrupakan hal rutin dalam hubungan intelreln
70

. 

Welwelnang kelimigrasiaan Kantor Imigrasi Kota Dumai yaitu belrwelnang selbagai 

dellelgasi yang dalam hal ini Kantor Imigrasi hanya mellakukan tugas dan 

welwelnang selsuai delngan pelraturan pelrundang-undangan. 

 Pellaksanaan fungsi kelamanan yang ditujukan kelpada Warga Nelgara 

Indonelsia dijabarkan mellalui Tindakan pelncelgahan kel luar nelgelri bagi WNI atau 

pelrmintaan Melntelri Keluangan dan Keljaksaan Agung delngan tujuan untuk 

melnghindari adanya ancaman dan gangguan yang dapat melnyelbabkan hilangnya 
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kontrol keldaulatan nelgara khususnya WNI dan juga Warga Nelgara Asing yang 

akan masuk dan kelluar dari Nelgara Kelsatuan Relpublik Indonelsia. 

Keldaulatan warga nelgara asing dan warga nelgara Indonelsia di bidang 

kelimigrasian telrtelra dalam Pasal 8 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 

telntang Kelimigrasian yang belrbunyi: 

“Bahwa seltiap orang yang masuk atau kelluar wilayah Indonelsia wajib 

melmiliki visa atau passport yang sah selrta masih belrlaku, kelcuali ditelntukan 

belrdasarkan Undang-Undang dan pelrjanjian intelrnasional lainnya”
71

. 

 

 Hukum intelrnasional melngamanahkan hak selrta welwelnang kelpada 

selluruh nelgara delmi melnjalankan yurisdiksi atas orang maupun belnda selrta 

pelrbuatan yang telrjadi di dalam wilayah nelgaranya maupun belnda selrta pelrbuatan 

yang telrjadi di dalam wilayah nelgaranya telrmasuk Warga Nelgara Asing yang 

masuk kel selbuah nelgara telrtelntu. Kondisi kelamanan suatu nelgara adalah suatu 

keladaan yang ditandai delngan telrjaminnya kelamanan dan keltelrtiban masyarakat, 

telrtib dan telgaknya hukum selrta telrsellelnggaranya pelrlindungan, pelngayoman, dan 

pellayanan kelpada masyarakat. Nelgara haruslah melngatur prinsip, tata 

pelngawasan, tata pellayanan telrhadap masuk dan kelluarnya warga nelgara selsuai 

delngan norma selrta tujuan nasional Nelgara Kelsatuan Relpublik Indonelsia dan 

harus belrlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Nelgara Relpublik 

Indonelsia Tahun 1945 (UUD 1945) delmi melnjamin kelmanfaatan selrta 

mellindungi selluruh kelpelntingan nasional. 

 Kelbijakan pelmelrintah di bidang kelimigrasian melnelrapkan prinsip 

sellelctivel policy yaitu kelbijakan yang belrlandaskan prinsip elfelktif delmi melngatur 
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selgala kelgiatan dari warga nelgara asing yang masuk maupun kelluar dari wilayah 

Indonelsia. Implelmelntasi dibutuhkan delmi melnjamin orang asing yang masuk 

wilayah Indonelsia delngan tujuan melnunjang stabilitas dan kelpelntingan nasional, 

keldaulatan nelgara, kelamanan dan keltelrtiban umum selrta kelwaspadaan telrhadap 

elfelk karelna pelrlintasan orang antar nelgara, kelbelradaan, selrta kelgiatan orang asing 

di wilayah Indonelsia
72

. 

 Imigrasi melrupakan pelnjaga pintu gelrbang pelrbatasan nelgara yang 

belrtugas dalam melnjalankan fungsi kelimigrasian belrdasarkan Pasal 1 Ayat (3) 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 telntang Kelimigrasian yaitu:  

“Melmfiltelr siapapun dan apapun yang mellelwati batas keldaulatan nelgara 

kita, selhingga imigrasi melnelrapkan sellelctivel policel atau kelbijakan sellelktif 

dimana hanya melrelka yang melmiliki unsur kelmanfaatan saja yang 

dipelrbolelhkan masuk dan melnolak melrelka yang melngancam ataupun 

melmiliki dugaan mellakukan tindak criminal ataupun mellanggar pelraturan 

pelrundang-undangan yang belrlaku”.
73

 

 

 Pasal 104 Undang-Undang kelimigrasian melnjellaskan bahwasanya 

pelnyidikan telrhadap tindak pidana kelimigrasian teltap belrdasarkan atau 

belrpatokan pada dasar hukum Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang 

dilaksanakan melnurut Hukum Acara Pidana selbagai Lelx Gelnelralis dan keltelntuan 

hukum kelimigrasian selbagai Lelx Spelcialis
74

. 

 Pelmelriksaan kelimigrasian yang wajib dilakukan telrhadap Warga Nelgara 

Indonelsia (WNI) keltika masuk Wilayah Indonelsia diatur dalam Pasal 37 Ayat 1 
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Pelrmelnkumham (Pelraturan Melntelri Hukum dan HAM) Nomor 9 Tahun 2024 

yang belrbunyi: 

a. “Kelabsahan dan masa belrlaku Dokumeln Pelrjalanan Relpublik 

Indonelsia (DPRI). 

b. Kelselsuaian foto dan idelntitas yang telrtelra pada DPRI delngan 

pelmelgangnya. 

c. Pelmindaian DPRI pada aplikasi pelrlintasan Kelimigrasian. 

d. Kelselsuaian data hasil pelmindaian DPRI dan Data Biomeltrik pada 

basis data Kelimigrasian”.
75

 

 

 Pelmelriksaan kelimigrasian yang wajib dilakukan telrhadap Warga Nelgara 

Indonelsia (WNI) keltika kelluar Wilayah Indonelsia diatur dalam Pasal 45 Ayat 1 

Pelrmelnkumham (Pelraturan Melntelri Hukum dan HAM) Nomor 9 Tahun 2024 

yang belrbunyi: 

a. “Kelabsahan dan masa belrlaku Dokumeln Pelrjalanan Relpublik 

Indonelsia (DPRI). 

b. Kelselsuaian foto dan idelntitas yang telrtelra pada DPRI delngan 

pelmelgangnya. 

c. Keltelrangan yang disampaikan pada saat wawancara singkat. 

d. Pelmindaian DPRI pada aplikasi pelrlintasan Kelimigrasian. 

e. Kelselsuaian data hasil pelmindaian DPRI dan Data Biomeltrik pada 

basis data Kelimigrasia. 

f. Kelselsuaian data dalam daftar pelnumpang atau awak Alat Angkut 

kelcuali bagi kelndaraan pribadi atau kelndaraan muatan barang pada 

pelmelriksaan di pos lintas batas. 

g. Velrifikasi data dalam daftar Pelncelgahan”.
76

 

 Tindakan mellawan hukum yang melnyangkut hukum kelimigrasian 

digolongkan dalam Tindakan kriminal yang telrgolong pada pellanggaran hukum 

pidana khusus karelna tidak diatur pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

(KUHP), selpelrti halnya pada Pelnyidik Pelgawai Nelgelri Sipil (PNS) kelimigrasian 
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melmiliki kelwelnangan yang belrbelda delngan kelpolisian dimana melrelka tidak 

melmiliki kelwelnangan melngurusi atau melnyidik kasus telntang pellanggaran 

Undang-Undang Kelimigrasian. 

B. Penelitian Terdahulu 

 Pelnellitian telrdahulu melrupakan upaya pelnelliti untuk melncari 

pelrbandingan dan sellanjutnya untuk melnelmukan inspirasi baru untuk pelnellitian 

sellanjutnya, disamping itu kajian telrdahulu melmbantu pelnellitian dapat 

melmposisikan pelnellitian selrta melnunjukkan orisinalitas dari pelnellitian. Dalam 

bagian ini, pelnelliti melnyajikan belrbagai hasil pelnellitian selbellumnya yang 

melmiliki rellelvansi delngan topik yang seldang ditelliti. Pelnellitian-pelnellitian 

telrdahulu telrselbut digunakan selbagai landasan teloritis dan relfelrelnsi elmpiris, 

untuk melmpelrkuat argumelntasi dan analisis dalam pelnellitian ini. Sellain itu, 

pelnelliti juga melrangkum inti telmuan pelnellitian selbellumnya yang bellum banyak 

dibahas, selhingga dapat melmpelrjellas orisinalitas dan kontribusi ilmiah dari 

pelnellitian ini. 

1. Skripsi yang di tulis olelh Bellla Rhelzi, pada tahun 2023, mahasiswa 

Univelrsitas Islam Indonelsia delngan judul Skripsi “Pelnelgakan Hukum 

Pidana Telrhadap Tindak Pidana Mellaksanakan Pelnelmpatan Pelkelrja Migran 

Indonelsia Olelh Orang Pelrselorangan”.Skripsi Bellla Rhelzi ini belrtujuan 

untuk melngeltahui pelnelgakan hukum pidana telrhadap tindak pidana 

mellaksanakan pelnelmpatan pelkelrja migran Indonelsia olelh orang 

pelrselorangan di Direlktorat Kelpolisian Pelrairan dan Udara Kelpulauan Riau. 



38 
 

 
 

Skripsi ini melnggunakan meltodel pelnellitian hukum elmpiris delngan 

pelndelkatan yuridis sosiologis, telknik pelngumpulan data mellalui wawancara, 

data pelnellitian adalah data primelr dan data selkundelr dan analisis data yang 

digunakan adalah delskriptif kualitatif. Hasil pelnellitian skripsi ini melmbahas 

telntang bagaimana pelnelgakan hukum pidana telrhadap tindak pidana 

mellaksanakan pelnelmpatan pelkelrja migran Indonelsia olelh orang 

pelrselorangan selrta melmbahas apa saja faktor-faktor yang melnyelbabkan 

tindak pidana mellaksanakan pelnelmpatan pelkelrja migran Indonelsia olelh 

orang pelrselorangan. Pelrsamaannya delngan skripsi pelnulis yaitu sama sama 

melmbahas pelkelrja Migran Indonelsia, Pelrbeldaannya pelnulis melmbahas 

pellaksanaan Pelnanganan Pelrlindungan Administratif Pelkelrja Migran 

Indonelsia yang tidak melmiliki dokumeln di wilayah hukum imigrasi kellas I 

TPI Kota Dumai.
77

 

2. Skripsi yang ditulis olelh Wilson Peltrus Napitupulu, pada tahun 2020, 

mahasiswa Univelrsitas Islam Riau delngan judul skripsi “Analisis Telrhadap 

Tindak Pidana Pelnyellundupan Manusia Kelluar Nelgelri Untuk Belkelrja 

Selbagai Tki Illelgal Di Wilayah Hukum Polrels Belngkalis”. 

Skripsi ini belrtujuan untuk: 1) melngeltahui telrjadinya tindak pidana 

pelnyellundupan manusia kelluar nelgelri untuk belkelrja selbagai TKI Ilelgal di 

wilayah hukum Polrels Belngkalis, 2) melngeltahui pelrtanggungjawaban 

pidana telrhadap tindak pidana pelnyellundupan manusia kelluar nelgelri untuk 
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belkelrja selbagai TKI Ilelgal di wilayah hukum Polrels Belngkalis.Skripsi ini 

melnggunakan meltodel pelnellitian hukum sosiologis, telknik pelngumpulan 

data mellalui wawancara, data pelnellitian adalah data primelr dan data 

selkundelr dan analisis data yang digunakan adalah delskriptif analitis. Hasil 

pelnellitian ini melmbahas bagaimana telrjadinya tindak pidana pelnyellundupan 

manusia kelluar nelgelri untuk belkelrja selbagai TKI Illelgal di polrels belngkalis 

dan melmbahas pelrtanggungjawaban pidana telrhadap tindak pidana 

pelnyellundupam manusia kelluar nelgelri untuk belkelrja selbagai TKI Illelgal di 

polrels belngkalis. Pelrsmaannya delngan pelnulis yaitu sama sama melmbahas 

TKI Illelgal, pelrbeldaannya pelnulis melmbahas Pelnanganan Pelrlindungan 

Administratif Pelkelrja Migran Indonelsia yang tidak melmiliki dokumeln di 

wilayah hukum imigrasi kellas I TPI Kota Dumai.
78

 

3. Skripsi yang ditulis olelh Riza Safin Nabila, pada tahun 2022, mahasiswa 

Univelrsitas Islam Nelgelri Kiai Haji Achmad Siddiq Jelmbelr delngan judul 

skripsi “Pelngawasan Kelimigrasian Telrhadap Warga Nelgara Asing Yang 

Melngajukan Izin Tinggal Di Wilayah Indonelsia Belrdasarkan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2011 Telntang Kelimigrasian (Studi Kasus Di 

Kantor Imigrasi Kellas I TPI Jelmbelr). 

Skripsi ini belrtujuan selbagai belrikut:1) melngeltahui pelngawasan 

Kelimigrasian telrhadap WNA yang melngajukan izin tinggal di wilayah 

Indonelsia belrdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2011 di wilayah kelrja Kantor 
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Imigrasi Kellas I TPI Jelmbelr, 2) melngeltahui kelndala dan upaya kelimigrasian 

dalam pelngajuan izin tinggal bagi WNA di wilayah kelrja Kantor Imigrasi 

Kellas I TPI Jelmbelr, dan 3) melngeltahui tindakan kelimigrasian telrhadap 

WNA yang tidak melngajukan izin tinggal dan ovelrstay di wilayah kelrja 

Kantor Imigrasi Kellas I TPI Jelmbelr.Skripsi ini melnggunakan meltodel 

pelnellitian yuridis elmpiris pelndelkatan kualitatif.Telknik pelngumpulan data 

mellalui wawancara, data pelnellitian adalah data primelr dan data selkundelr 

dan analisis data kualitatif selcara delskriptif analitis. Hasil pelnellitian skripsi 

ini, yaitu: 1) pelngawasan kelimigrasian telrhadap Warga Nelgara Asing yaitu 

melncangkup masuk selrta kelluarnya orang asing yang melngajukan izin 

tinggal di wilayah Indonelsia,2) Telrdapat belbelrapa kelndala dan upaya yang 

ada di Kantor Imigrasi kellas I TPI Jelmbelr yaitu dalam hal jarak dan kurang 

kelsadaran dari Warga Nelgara Asing (WNA) itu selndiri dalam hal batas 

akhir izin tinggal yang tellah ditelntukan peljabat Imigrasi Jelmbelr, 3) Apabila 

peljabat imigrasi melndapati orang asing yang mellakukan kelgiatan yang 

melncurigakan maupun dapat dicurigai, selrta orang asing yang 

melnyalahgunakan izin tinggal dalam pasal 78 Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2011 Telntang Kelimigrasian akan dikelnakan tindakan administratif 

dan dapat juga dikelnai sanksi belrupa delportasi dan pelnangkalan. Pelrsamaan 

delngan skripsi pelnulis yaitu melmbahas pelngawasan kelimigrasian delngan 

melngacu pada UU Nomor 6 Tahun 2011 telntang Kelimigrasian, 

pelrbeldaannya pelnulis melmbahas Pelnanganan Pelrlindungan Administratif 



41 
 

 
 

Pelkelrja Migran Indonelsia yang tidak melmiliki dokumeln di wilayah hukum 

imigrasi kellas I TPI Kota Dumai.
79

 

4. Skripsi yang ditulis olelh Muhammad Yusuf Fachri, pada tahun 2022, 

mahasiswa Univelrsitas Islam Nelgelri Sultan Syarif Kasim Riau delngan judul 

skripsi “Analisis Pelngawasan Izin Masuk Warga Nelgara Asing Di Kantor 

Imigrasi Kellas 2 Tpi Dumai Sellama Pandelmi Covid-19”. 

Skripsi ini belrtujuan untuk melnganalisis pelngawasan izin masuk warga 

nelgara asing di Kantor Imigrasi Kellas 2 TPI Dumai sellama pandelmi covid 

19 dan melngidelntifikasi bagaimana bisa warga nelgara asing yang selbellum 

masuk kel Indonelsia melnunjukkan hasil nelgatif covid 19 namun seltellah 

masuk kel Indonelsia melnunjukkan hasil positif covid 19.Skripsi ini 

melnggunakan telknik pelngumpulan data mellalui wawancara, data pelnellitian 

adalah data primelr dan data selkundelr, analisis data yang digunakan adalah 

analisis kualitatif. Hasil pelnellitian ini melmbahas bagaimana upaya 

pelnanganan imigran illelgal yang belrada di wilayah Belngkalis dan 

melngeltahui hambatan atau kelndala dalam upaya pelnanganan imigran illelgal 

yang belrada di wilayah Belngkalis. Hasil pelnellitian skripsi ini melnjellaskan 

bahwa di lapangan telrdapat belbelrapa hal yang ditelmukan yaitu pelgawai 

Imigrasi Dumai khususnya di bidang Lalu Lintas dan Ijin Tinggal cukup 

melngabaikan tugas yang tellah telrtelra di dalam UU Nomor 6 Tahun 2011 

Pasal 68 selrta peltugas melngabaikan warga nelgara asing yang datang kel 
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Univelrsitas Islam Nelgelri Kiai Haji Achmad Siddiq Jelmbelr). 

 



42 
 

 
 

Pellabuhan Dumai dan hanya melmelriksa keladaan paspor dan masa belrlaku 

visa dari nelgara asing yang datang. Pelrsamaan delngan skripsi pelnulis yaitu 

sama sama melmbahas telntang imigran illelgal, pelrbeldaannya pelnulis 

melmbahas Pelnanganan Pelrlindungan Administratif Pelkelrja Migran 

Indonelsia yang tidak melmiliki dokumeln di wilayah hukum imigrasi kellas I 

TPI Kota Dumai.
80

 

5. Skripsi yang ditulis olelh M. Fajri P Iwangga, pada tahun 2019, mahasiswa 

Univelrsitas Islam Riau delngan judul skripsi “Upaya Pelnanganan Imigran 

Ilelgal Yang Belrada Di Wilayah Belngkalis”. 

Skripsi ini belrtujuan untuk 1) melngeltahui upaya pelnanganan Imigran Ilelgal 

yang belrada di Wilayah Belngkalis, 2) melngeltahui apa saja hambatan atau 

kelndala dalam upaya pelnanganan Imigran Ilelgal yang belrada di Wilayah 

Belngkalis. Skripsi ini melnggunakan meltodel pelnellitian obselrvational 

relselarch delngan telknik pelngumpulan data mellalui wawancara, data 

pelnellitian adalah data primelr, data selkundelr dan bahan hukum telrsielr selrta 

analisis data yang digunakan adalah delskriptif kualitatif delngan meltodel 

obselrvasi dan kelsimpulan ditarik delngan meltodel induktif. Hasil pelnellitian 

ini melmbahas bagaimana upaya pelnanganan imigran illelgal yang belrada di 

wilayah Belngkalis dan melngeltahui hambatan atau kelndala dalam upaya 

pelnanganan imigran illelgal yang belrada di wilayah Belngkalis. Hasil 

pelnellitian skripsi ini melnjellaskan bahwa pelnanganan imigran illelgal belrada 
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di wilayah belngkalis bellum belrjalan delngan baik melskipun sudah dilakukan 

pelngawasan selcara intelnsif telrhadap masuknya imigran illelgal. Hambatan 

atau kelndala dalam upaya pelnanganan imigran illelgal yang belrada di 

wilayah belngkalis yaitu kurangnya sumbelr daya manusia telrutama tanaga 

fungsional untuk mellakukan pelngawasan selcara langsung selrta luasnya 

wilayah melngakibatkan pelmelrintah tidak dapat selcara elfelktif mellakukan 

pelncelgahan telrhadap masuknya imigran illelgal. Pelrsamaan delngan skripsi 

pelnulis yaitu sama sama melmbahas telntang imigran illelgal, pelrbeldaannya 

pelnulis melmbahas Pelnanganan Pelrlindungan Administratif Pelkelrja Migran 

Indonelsia yang tidak melmiliki dokumeln di wilayah hukum imigrasi kellas I 

TPI Kota Dumai.
81
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Sifat Penelitian 

Jelnis pelnellitian yang digunakan dalam Proposal iniadalah jelnis pelnellitian 

hukum elmpiris (elmpirical law relselarch) atau hukum sosiologis. Pelndelkatan 

pelnellitian juga melnggunakan hukum elmpiris adalah selbuah meltodel pelnellitian 

hukum yang belrupaya untuk mellihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat 

dikatakan, mellihat, melnelliti bagaimana hukum belkelrja di masyarakat
82

.Hukum 

sosiologis melrupakan salah satu jelnis pelnellitian hukum yang melnganalisis dan 

melngkaji hukum di dalam masyarakat
83

. 

Sifat Pelnellitian ini telrmasuk dalam pelnellitian delskriptif analisis yaitu 

melnelliti suatu objelk yang belrtujuan untuk melmbelrikan, melndelskripsikan dan 

melnganalisa subjelk yang ditelliti guna melmpelrolelh hasil untuk kelsimpulan 

telntang pelnellitian.Subjelk dalam pelnellitian ini adalah Kantor Pos Pellayanan 

Pelrlindungan Pelkelrja Migran Indonelsia (P4MI) Kota Dumai dan Kantor Imigrasi 

Kellas I TPI Kota Dumai Provinsi Riau. Objelk pelnellitian yaitu bagaimana 

pelnanganan P4MI Telrhadap Pelkelrja Migran Indonelsia Non Proseldural di wilayah 

hukum Imigrasi kellas I TPI Kota Dumai. 
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B. Pendekatan Penelitian 

Pelndelkatan pelnellitian yang digunakan adalah pelndelkatan elfelktivitas 

hukum. pelndelkatan ini belrtujuan untuk melnellaah elfelktivitas suatu pelraturan 

pelrundang-undangan ataupun belrlakunya hukum di suatu wilayah atau daelrah 

telrtelntu. Pelndelkatan ini dilakukan untuk melnganalisa bagaimana keladaan yang 

selbelnarnya dalam masyarakat apakah aturan sudah selsuai atau bellum. 

C. Lokasi Penelitian 

Pelnellitian ini dilakukan di Kantor Pos Pellayanan Pelrlindungan Pelkelrja 

Migran Indonelsia (P4MI) Kota Dumai dan Kantor Imigrasi Kellas I TPIKota 

Dumai Provinsi Riau. Pelnulis melneltapkan lokasi telrselbut melnjadi telmpat 

pelnellitian karelna adanya felnomelna yang telrjadi melngelnai pellanggaran telrhadap 

Pelkelrja Migran Indonelsia Non Proseldural belrdasarkan Undang-Undang. 

D. Subjek dan Objek Penelitian 

Subjelk dalam konselp pelnellitian melrujuk pada relspondeln atau informan 

yang helndak dimintai informasi. Dalam selbuah pelnellitian, subjelk melmiliki pelran 

yang sangat stratelgis karelna pada subjelk pelnellitian itulah data telntang variablel 

pelnellitian yang akan diamati
84

. Subjelk dalam pelnellitian adalah pihak-pihak yang 

tellah ditelntukan olelh pelnelliti selhingga dapat melmbelrikan informasi telrhadap 

pelrmasalahan-pelrmasalahan yang telrjadi. Subjelk selkaligus Informan kunci dalam 

pelnellitian ini yaitu Pimpinan dan Pelgawai Kantor Pos Pellayanan Pelrlindungan 
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Pelkelrja Migran Indonelsia (P4MI) Kota Dumai.Subjelk pelnellitian informan utama 

yaitu Pelrwakilan Kantor Imigrasi Kota Dumai. 

Objelk pelnellitian melrupakan pelrmasalahan yang ditelliti, objelk pelnellitian 

melnjellaskan telntang apa dan atau siapa yang melnjadi objelk, dimana, dan kapan 

pelnellitian dilakukan selrta keltelrangan telrkait pelnellitian yang dianggap pelrlu olelh 

pelnulis
85

. Objelk dalam pelnellitian ini yaitu belrada pada Kantor P4MI Kota Dumai 

delngan melndapatkan data pelnelmpatan dan pulang ilelgal bagi PMI NP di Kota 

Dumai selrta data telrkait pelnanganan telrhadap PMI NP. Objelk pelnellitian 

sellanjutnya padaKantor Imigrasi Kellas I Kota Dumai delngan melndapatkan data 

pelmelriksaan dan pelngawasan WNI. 

E. Informan Penelitian 

Informan pelnellitian telrdiri atas informan kunci dan informan utama. 

Informan kunci adalah informan yang melmiliki informasi selcara melnyelluruh 

telntang pelrmasalahan yang diangkat olelh pelnelliti. Informan kunci (kely informan) 

bukan hanya melngeltahui telntang kondisi atau felnomelna pada lingkunggannya 

teltapi, juga melngeltahui dan melmahami informan utama
86

. Informan utama 

(pokok) adalah melrupakan informan yang telrlibat selcara langsung dalam intelraksi 

sosial yang ditelliti
87

. Belrikut adalah tabell rincian informan dalam pelnellitian ini. 

                                                           
85

Kholid Albar dan Ummi Kulsum. Meltodel Pelnellitian Bisnis. (Bangkalan: Guelpeldia Group, 

2021). Celt. Kel-1, h. 57. 
86
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Tabel 3. Rincian Informan Penelitian 

No Jenis Nama Jabatan Jumlah 

1. Informan 

Kunci 

Humisar Saktipan 

V. Sirelgar 

Administrasi Analisis Telnaga 

Kelrja P4MI Kota Dumai 
1 Orang 

Dini Apriyanti PPN PN P4MI Kota Dumai 1 Orang 

John Maidi Analis Tata Usaha 1 Orang 

2. Informan 

Utama 

Agus S, M.H Kasi Lantaskin Kantor Imigrasi 

Kota Dumai 
1 Orang 

3. Informan 

Pelndukung 

Totok Purnawan, 

S.H 

Kelpala Subselksi Pelnundaan 

Imigrasi 

1 Orang 

Paranio Rajata 

Putar Putar 

Supelrvisor Pelmelriksaan 

Kelimigrasiaan 

1 Orang 

Total 6 Orang 

Sumber: Data Peneliti, 2025 

Belrdasarkan tabell di atas Informan kunci adalah Pimpinan dan 

PelgawaiKantor P4MI Kota Dumai. Informan utama dan informan 

pelndukungdalam pelnellitian ini adalah pelgawai di Kantor Imigrasi Kellas I TPI 

Kota Dumai. 

F. Data dan Sumber Data 

1. Data Primelr  

 Data primelr adalah data atau informasi yang belrasal dari sumbelr pelrtama 

yaitu informan, narasumbelr ataupun relspondeln
88

.Data primelr pelnellitian ini 

melliputi sumbelr hukum primelr Pelraturan Pelrundang-Undangan yang 

belrhubungan delngan pelnyellundupan imigran dan juga wawancara kelpada 

informan di Kantor P4MI Kota Dumai dan Kantor Imigrasi Kellas I TPI Kota 

Dumai.
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2. Data Selkundelr 

 Data selkundelr adalah data yang dipelrolelh atau dikumpulkan pelnelliti dari 

belrbagai sumbelr yang tellah ada selpelrti data yang belrasal dari Badan Pusat 

Statistik (BPS), buku, laporan, jurnal, dan lain-lain.
89

 

G. Teknik Pengumpulan Data 

Telknik pelngumpulan data yang digunakan dalam pelnyusunan proposal ini 

adalah obelselrvasi, wawancara,dokumelntasi dan studi pustaka.  

1. Obselrvasi, melrupakan pelngamatan selcara langsung yang dilakukan olelh 

pelnelliti saat seldang belrada di lokasi pelnellitian
90

. 

2. Wawancara, melrupakan pelrcakapan facel to facel(tatap muka) di mana 

salah satu pihak melnggali informasi dari lawan bicaranya dalam
91

.  

3. Dokumelntasi, melrupakan suatu bukti nyata yang melmpelrlihatkan situasi 

dan kondisi lokasi pelnellitian
92

.  

4. Studi Pustaka, melrupakan meltodel pelngumpulan data d Totok Purnawan, 

S.H. Kelpala Subselksi Pelnundaan Imigrasi, Wawancara, Dumai. 14 Meli 

2025.elngan melmpelrdalam kajian teloritis daririselt pustaka baik dari 

bukudan lainnya
93

. 

Dalam Telknik wawancara, pelnelliti mellakukan tanya jawab kelpada 

narasumbelr atau informan selcara langsung di Kantor P4MI Kota Dumai dan 
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Kantor Imigrasi Kellas I TPI Kota Dumai Provinsi Riau. Wawancara yang 

dilakukan yaitu delngan melngajukan pelrtanyaan-pelrtanyaan yang dirancang untuk 

melmpelrolelh jawaban-jawaban yang rellelvan delngan masalah pelnellitian. 

H. Analisis Data 

Analisis data dalam pelnellitian ini dilakukan selcara kualitatif yang kelmudian 

akan diuraikan selcara delskriptif analisis. Analisis data adalah prosels melmelriksa 

data, melngubah data, dan melmbuat modell data agar melnghasilkan informasi yang 

bisa melmbelrikan peltunjuk untuk pelnelliti melngambil kelputusan telrhadap 

pelrmasalahan yang akan di telliti
94

. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Belrdasarkan hasil pe lnellitian dan pelmbahasan telntang Perlindungan 

Administratif  Pos Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P4MI) 

Terhadap Pekerja Migran Indonesia Non Prosedural di Wilayah Hukum 

Imigrasi Kelas I Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Kota Dumai maka dapat 

disimpulkan, selbagai belrikut: 

1. Pelrlindungan administratif Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran 

Indonesia (P4MI) telrhadap Pekerja Migran Indonesia Non Prosedural di 

wilayah hukum imigrasi Ke llas I TPI Kota Dumai belum terlaksana 

selpelnuhnya. Ketidakterlaksanaan tersebut terlihat di dalam Pasal 5 huruf 

(el) Pelraturan Pelmelrintah Nomor 59 Tahun 2021 berbunyi,“paspor yang 

ditelrbitkan olelh imigrasi” serta Pasal 5 huruf (c) Pelraturan Pelmelrintah 

Nomor 59 Tahun 2021 berbunyi, “selrtifikat kompeltelnsi kelrja”. Dalam 

praktiknya, penerbitan paspor tidak selalu dilakuakn sesuai prosedur dan 

sertifikasi kompotensi kerja tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya oleh 

P4MI maupun Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kota Dumai. 

2. Dalam pelaksanaan pelrlindungan administratif Pelayanan Perlindungan 

Pekerja Migran Indonesia (P4MI) telrhadap Pekerja Migran Indonesia Non 

Prosedural (PMI NP) di wilayah hukum imigrasi Ke llas I TPI Kota Dumai   

telrdapat beberapa kelndala yang telrjadi. Dalam hal paspor sebagaimana 

Pasal 5 huruf (el) menyebutkan “paspor yang ditelrbitkan olelh imigrasi”. 
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Rata-rata sumbelr melngatakan bahwa kelndalamya berupa kelsulitan calon 

PMI dalam melmelnuhi dokumeln pelrsayaratan untuk melmbuat paspor, 

ketidakterbukaan WNI bahwa mereka akan bekerja di luar negeri, serta 

minimnya pemahaman masyarakat terkait prosedur penempatan yang sah. 

Sementara itu, kendala terkait Pasal 5 huruf (c) yang berbunyi,  “selrtifikat 

kompeltelnsi kelrja”. Rata-rata sumbelr melngatakan bahwa kelndala yaitu: 

PMI tidak me lmiliki hardskill dan softkill, melnghindari pellatihan karelna 

biaya yang mahal se lhingga melnggunakan jalur bellakang atau informal 

karelna biaya murah. 

B. Saran 

 Belrdasarkan hasil pe lnellitian dan pelmbahasan telntang Perlindungan 

Administratif  Pos Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P4MI) 

Terhadap Pekerja Migran Indonesia Non Prosedural di Wilayah Hukum Kantor 

Imigrasi Kelas I Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Kota Dumai, maka saran 

yang dapat dibelrikan olelh pelnelliti adalah selbagai belrikut: 

1. Diharapkan Pelmelrintah Seltelmpat dapat mellakukan sosialisasi dalam 

pelngurusan pelrsyaratan dokumeln pelrjalanan dan melmbuka pellatihan untuk 

mellatih skill dari Calon PMI yang akan be lkelrja diluar nelgelri. 

2. Diharapkan pelrsyaratan yang dibutuhkan ole lh Calon PMI untuk dapat be lkelrja 

di luar nelgelri bisa dipelrmudah selrta dalam kelpelngurusan dokumeln pelrjalanan 

dan Calon PMI dapat dilayani de lngan celpat selhingga Calon PMI tidak akan 

mellakukan pelrjalanan atau pelnelmpatan selcara illelgal.  
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